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ABSTRAK

Bisnis berorientasi hutan berkembang dan marak di Riau. Disamping meningkatkan ekonor; !
Juga perlu mencapai tujuan pembangunan berkelanutan. Bisnis telah menimbulkan berbag |
dampak lingkungan dan konflik. Konflik antara pengusaha dengan masyarakat mulai dai |
mdustri hulu sampai ke hilir. Kesannya tidak harmonisasi antara kedua belah pihak, mulai orde ;
baru sampai sekarang. Posisi masyarakat selalu pasif, apatis dan lemah. Idealnya peranm
administrasi publik yang mementingkan kepentingan universal, sebagai alat stabiliss
berperan dalam perubahan sosial, sebagai peluang perubahan manejemen, dan kun 1
modernisasi masyarakat. Harapan yang besar terhadap reformasi dan otonomi daerah belun
menunjukkan hasil yang signifikan mengembalikan hak masyarakat tempatan dan aplikesi
pembangunan berkelanjutan. Korupsi hutan lahan tidak dapat dihindari. Hasil kajian E
menunjukkan konflik antara pebisnis hutan lahan dengan masyarakat setempat sampai harimi |
tidak terselesaikan. Diantara sektor yang mengundang konflik adalah industri perkebunan
kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Kemudian pola pemanfaat lahan dalam beberap i
tahun terakhir ini beralih ke pulau-pulau dan di tepi pantai. Pola inipun tetap menimbulka i
konflik dan bahkan mengancam eksistensi lingkungan pulau-pulau di sepanjang tepian Set '
Melaka seperti Bengkalis, Rupat, Pulau Padang dan Pulau Rangsang. Satu hal lagi selain efek
abrasi dan hama yang ditimbulkan, juga membuat pulau-pulau disini sukar membangun, pross
modernisasinya lambat. Stagnan dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu kasis
perjuangan masyarakat adat di Riau daratan yang dulunya milik suku Petalangan, belum kg
tuntas. Masyarakat petalangan dengan sistem adat istiadat tata kelola hutan tanah dan kearif
iokal yang baik justru punah. Padahal pola mengelola hutan tanah mereka dapat dijadikan
model pembangunan berkelanjutan yang baik. Disarankan agar pemerintah menjadi mediator
yang akuntabel, impartial, objektif, berintegritas, honesty dan right and responsible deng
men gedepankan filosofis administrasi secara sederhana mebina relationship dan mutually pad
semua pihak tanpa diskriminasi “impartial” serta berani mereposisi kebijakan yang benar-ben
pro publik. Karena intinya kebijakan itu adalah berharap dan menanti. Hanya administralot |
yang arif dan bijaksanalah selalu menampilkan sikap yang pro publik dan demokratis. Diman E
sumberdaya alam dapat mensejahtrakan masyarakat secara adil dan merata.

' Disampaikan pada Seminar Nasional Bussiness, Govermnment dan the Public : Optimalis®®

Government-Bussiness Partnership (GBP-s) untuk Tujuan Nasional Pembangunan Berkelanjuta’
Bandung 28 November 2018
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A. Pendahuluan
I. Latar belakang masalah

Pembangunan nasional memerlukan dukungan daerah. Secara sistemik intinya keberhasilan
pembangunan daerah sebagai lokomotif keberhasilan pembangunan nasional. Bagaimanapun
pembangunan hari ini perlu dinikmati dikecap oleh generasi mendatang, dan bukan sekedar
kenikmatan generasi hari ini dimana mereka juga memerlukan harmonisasi hubungan dengabn
alam mereka. Pola pembangunan yang governance administrasi perlu menyelenggarakan
proses yang humanis, partisipatif dan akuntabel bukan sekedar ekonomis dan efisien.
Kemampuan mengadministrasi potensi publik dan privat yang seyugyanya selenggarakan
secara tepat, benar, adil dan merata. Inti tujuan administrasi publik Indonesia mencapai adil
makmur dan sejahtra. Semestinya pemerintah sebagai mesin produksi “administrative state™

dapat mengeloa aneka sumber daya negara-daerah dan kemudian mengalokasinya secara tepat
dan benar.

Aktivitas bisnis yang beorientasi hutan dan lahan dalam lima dekade ini sangat marak
diRiau. Budaya bisnis ini dimulai dari era orde baru sampai orde reformasi. Pada era reformasi
yang diharapkan itu dimana“ di daerah dikendalikan oleh rezim pemda yang “otda”
berkolaborasi dengan berbagai kekuatan termasuk pusat. Diantara banyak kebijakan adalah
regulasi bisnis hutan dan lahan. Spirit berkembangnya bisnis tersebut amat klasik dan sederhana
mengangkat ekonomi dan devisa. Namun disebalik itu menimbulkan dampak yang luar biasa
terhadap sistem ekologi administrasi publik. Tidak ayal lagi pengalaman di daerah memberi
kesan ketidak berpihak dan inkonsisten mengaplikasikan pembangunan berkelanjutan. Jika
bisnis yang lanjut dan berkembang maka dilain pihak justru banyak menimbulkan kerusakan
dan penderitaan masyarakat. [ronisnya hari ini kerusakan-kerusakan itu terjadi mulai dari hulu
sampai ke hilir.

Aktivitas bisnis Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya ditulis
“HTI” menggantang banyak masalah. Mulai dari praktek penguasaan hutan dan lahan sering
memicu isu konflik dengan masyarakat lokal sampai polusi yang merusakan”lingkungan™
ditmmbulkan oleh fabrik. Tanpa terasakan justru proses transprorasi industri agro bisnis banyak
menmmbulkan kerusakan prasarana publik dan mengancam keselamatan/nyawa pengguna jalan
jalan publik. Belum lagi isu pembakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) dengan berbagai
efek yang ditimbulkan bahkan merusak imej negara dimata internasional, Peran pemerintah
schagai agency public administration, sebagai regulator dan administrator publik belum
banyak tampil/nampak sampai saat ini. Proses bisnis berlalu begitu saja, sangat dimanjakan
tanpa menunjukkan keberpihakan dan keselamatan orang ramai “publik”. Seakan potensi bisnis
diatas segalanya sehingga pihak-pihak yang memiliki otoritas resmipun banyak diam dan pada
memberi reaksi terhadap peristiwa dan kasus yang dirasakan oleh publik. Kesan beberpihak
terhadap dunia bisnis itu terlalu berlebihan dibandingkan terhadap orang ramai. “publik™
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Dalam proses kenegaraan administrasi publik mesti hadir memfasilitasi kepentingan
bisnis dan publik. Bila dikaitkan dengan regulasi pembangunan berkelanjutan justru menjadi
kontra produktif apabila bisnis menista publik. Mengikut Gary bahwa peran pemerintah sebaga;
agen yang melancarkan konsitusi secara smart sangat penting. Dikatakannya peran itu pernah
dumngkapkan oleh Wilson dikatakan “running a constitution” is a public administration that
does result in the stable and effective functioning of our political system — in a way that steadily
improves the quality our lives and expand both equity and opportunity ( Gary, 1990 : 32)
diantara sebagai agen yang memilki perspektif, posibble terhadap kepentingan publik dan
menyelengarakan konsitutusi dengan proses yang governance.) sebaliknya tidak mencederai
proses pemerintah yang tidak pro publik dan tidak terbawa dalam alam politik yang anomali.
Tadak sebagai pelaku konstitusi yang distorsi (Tangkilisan, (2003). Pengalaman di Malaysia
menurut Ngah, pemda dapat berperan sebagai penggerak ekonomi dan sosial masyarakat
setempat melalui peran partisipatif (Kamaruddin Ngah :1996)

Pemerintahan governance hari ini expertise is a vital source of power all bureaucracies,
is equally important, especially in democratic societies, for administrative agency to command
strong political support” (France E. Rourke, dlm Peter kobrak, 1993:72) administrasi
memerlukan proses kebijakan yang demokratis dan adil untuk menciptakan kesejahteraan
publik  (Frederickson, 1989). Sampai hari ini negara modern seperti Amerika masih
memperhitungkan persialan social equity dalam proses administrasi publik Frederickson °
(2014). Menurut Bank Dunia beberapa isu pembangunan infrastruktur dan pembangunan
mstitusi diantaranya berkaitan dengan (1) greening development, dan (2) democratization and
development (Word Bank Development Report 1994-p 1-8)

Pembangunan kelanjutan semesti mencermin proses pembangunan yang dinikmatioleh
semua makhluk secara harmonis dan berkelanjutan. Jangan disatu sisi ada kelompok yang
sangat menikmati/diuntungkan tanpa memperdulikan resiko dan efek pembangunan yang
dilakukan oleh kelompok mereka sebagai (bisnis) sementara disisi lain banyak orang (publik) .
yang terkorban atas cara bisnis mereka yang ingin hidup dan menang sendiri. Efek yang perlu
menjadi perhitungan antaranya social, bearable. Equitable, enviromental, sustainable viable
dan economic. Oleh Word Bank Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai of opportunity
Jor future generation. Frame work the rule that good governance plays in the true commitment
to advancing the sustainable agenda. Dikutip dari pengalaman di Afrika bahwa pemerintahnya
dalam menggerakkan pembangunan berkelanjutan memiliki karekteristik fragile, soft and
significance and at the same time predatory in their relationship to the citizenry. Jelas hal proses
pemanfaatan sumber daya alam justru memakan diri sendri bila diselanggarakan secara kolutif
dan koruptif. Faktor-faktor memanjakan pemodal tanpa disandari akan menista hak manusiwa
secara manusiawi. Oleh Fukuyama dikatakan jika berlaku pembangunan ekonomi dan mutu
kehidupan maka pembangunan yang memperhatikan maratabat manusia adalah pembangunan
yang seimbang dan lebih sempumna (Fukuyama dalam Embong, 2002).
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Riau terkenal sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumberdaya alam yang besar
schingga sering mendapat julukan sebagai “provinsi yang kaya”. Namun kaya belum tau
makmur dimana masyarakatnya dapat menikmati sumberdaya alam untuk kesejahtraan. Data
terakhir Riau merupakan wilayah administrasi di daratan Sumatra dengan jumlah penduduk 5.8
juta. Luas wilayah 8.702. 000 ha, wilayah hutan seluas 7.121.344.00 a ha dan lahan gambut
seluas 3.867.000a ha. (INCAS, Indonesiaan National Carbon Accounting System). diunduh
tanggal 4 Nopember 2018 pukul 7.21 WIB)

Banyak pengalaman ekplorasi sumber daya alam telah menimbulkan efek ekploitasi.
Sumber daya alam menjadi sumber masalah yang sampai hari ini tidak kunjung selesai. Teknik
pemafaat sumber daya alam berbagai cara dari satu pola ke pola yang lain selalu menguntung
korporat hutan lahan “KHL™ dan secara nyata tidak berpihak kepada pembangunan
berkelanjutan terutama dari pendekatanan kemanusiaan. Sumber daya alam yang paling rawan
dan rentan masalah adalah hutan dan lahan. Dimana Riau dahulu memiliki lebih dahulu 10 juta
hektar hutan yang masih perawan, kemudian dirambah tahun demi tahun sehingga kini tidak
lebih dari 6 juta hektar hutan sudah hilang di Riau, yang semula pada tahun 1950 seluas
8.702.366 ha pada tahun 2014 hanya tinggal 2.465.800 ha. Telah terjadi deforestasi seluas
6.236.566 ha. Diantara kebun kelapa sawit seluas 2.290.736 ha. Informasi terakhir sudah 64
juta hutan dan lahan ditebang/babat dan dijarah. Pembabatan hutan dan lahan di Riau melejit
drastis dalam jangka waktu 1984-2005 di ekploitasi hutan seluas 3 juta hektar. Tertinggi pada
tahun 1999-2005. seluas 840.000 rata 150 hektar pertahun (WALHI

Satu hal yang menarik alasan bahwa perkebunan kelapa sawit di Riau bukan deforestasi
akan tetapi adalah reforestasi menanamkan kembali lahan yang terlantar. Pernyataan ini jelas
melecehkan pengorbanan eko sistem baik flora, fauna terutama manusia yang berjuang
melawan konflik perampasan hak-hak masyarakat asli di daerah- daerah di Riau yang tahun
demi tahun tidak kunjung selesai. Belum lagi persoalan kebakaran hutan dan lahan di Riau
berdasarkan informasi sepanjang tahun 2018 sebanyak 1.647 ha. (Kompas, 11 April 2018)
Kemudian menurut BPBD Riau seluas 2.152. ha. Kebanyakan hutan dan lahan yang terbakar
adalah lahan yang dicadangkan untuk penanaman kebun kelapa sawit. Akhir-akhir ini lahan
dan hutan yang terbakar sudah ke lahan gambut, karena persiapan hutan lahan yang normal
sudah tidak ada lagi. Tentunya efek karhutla sangat luar biasa. Dampak ini mengakibat manusia
terpapar asap dalam jumlah massal dan proses moblitas sosial ekonomipun ikut terhambat.
Hebatnya pernyataan dari media GAPKI bahwa lahan sawit jutaan hektar di indonesia itu
merupakan proses konversi tanah belukar, lahan terlantar dan HTI. Bukan deforestasi sifatnya
namun reforestasi. (Media GAPKI, 27 Februari 2017). Informasi-informasi yang beginilah
sering diterima oleh pemerintah pusat melalui foto satelit yang sangat global sifatnya demi
kepentingan bisnis KHL yang bercokol kuat dan hebat di Riau.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Scale Up salah satu NGO di Indonesia, menemukan
gejala pergeseran eskalasi konflik dari tahun sebelumnya yang didominasi oleh Industri
Perkebunan sawit, namun pada temuan di tahun 2009 didominasi konflik di sector industriper
kebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 75,9%, seterusnya oleh industri perkebunan
kelapa sawit 20%, industri pertambangan 0,2 %, dan lain-lain 3,9 %. Khusus di sektor industri
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kehutanan konflik didominasi antara industry Perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI)
dengan masyarakat yaitu sebesar 62,9%, di kawasan konservasi 33,3%, antar industry
Perkebunan 3,4% dan antar masyarakat 0,4%. Dari 2 (dua) industri perkebunan Hutan
Tanaman Industri yang ada di Riau konflik terbanyak terjadi pada PT. Group APRIL yang
merupakan induk dari PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dan Mitranya yaitu sebesar 88%
dari total konflik pada HTI dan Group IKPP yang membawahi PT. Arara Abadi (AA) dan
mitranya sebesar 12 %. (Sobn, 2015)

Artinya bahwa proses perkebunan jutaan hektar lahan itu tanpa mengorban biodiversiti
dan efek budaya adat istiadat dalam sistem komunal masyarakat lokal. Sebuah pernyataan yang
menista nilai-nilai manusiawi dan biodiversiti yang sudah lama hidup nyaman utan belantara.
dan kontraversi dengan sistem pembangunan berkelanjutan. Kasus lahan “hutan tanah”
masyarakat adat Petalangan di Desa Sialang Godang mencapai 15 ribu hektar sampai hari ini
belum rampung. Konflik demi konflik terjadi, dan proses peradilan selalu dimenangkan oleh
pengusaha. Padahal kekuatan adat yang mendasari perjuangan dalam bentuk “ tombo™ yang
berisikan administrasi dan kebijakan mengelola “hutan tanah™ masih tersimpan sampai saat ini.
Berbagai dokumen adat dan sejarah menyatakan bahwa posisi masyarakat adat petalangan
terhadap hutan tanah adalah kuat. Karena masyarakat petalangan juga disebut orang talang atau
orang darat. Norma-norma adat istiadat dan kearifan lokal konsens beripihak pada
pembangunan berkelanjutan “ melestarikan hutan rimba’ sangat menarik dijadikan model
mengadministrasi hutan rimba sebagai objek dan subjek pembangunan berkelanjutan. Namun
dengan kekalahan dan posisi masyarakat adat “masyarakat kampung” yang lemah selalu
membuat mereka pecundang. Administrasi publik mulai dari orde baru sampai reformasi
ternyata masih belum berpihak kepada mereka.

Di Riau lautan, proses penjarahan hutan dan lahan yang ganas dan jahat juga terjadi di
era reformasi Perusahaan-perusahaan besar “raksasa™ di Riau ternyata sudah kehabisan hutan
alam. Tanaman hutan industri “HTI” di daratan sumatra tidak mencukupi, dan hutan rimba
perawan di pulau ini sudah terkikis. Jelas tidak mencerminkan adanya pembangunan
berkelanjutan. Dalam banyak peristiwa, konflik dan reaksi-reaksi kontra “menolak” dari
masyarakat kampung yang lugu juga mereka selalu pecundang. Pemerintah “daerah” selalu
berpihak pada korporat “pebisnis” yang lihai menggunakan potensi. Tidak ayal lagi hutan-hutan
di pulau rawa seperti Bengkalis, Rupat, pulau Padang dan Pulau Rangsang sudah berubah
menjadi HTI dan kaya kayuan yang masih alam dan perawan itu lenyap tidak tentu arah.
Melakukan penanaman kembali tidak ada sama sekali. Sebagian hutan pulau yang perawan
berubah menjadi hutan homogen sawait dan akasia. Biodiversiti flora dan fauna di pulau-pulau
ini lenyap. Ironisnya lagi pulau-pulau ini adalah pulau deng topografi dataran rendah berawa-
rawa, tanah redang. Pulau-pulau disini terletak di sepanjang selat melaka sebagai pulau sedimen,
yang rentan terjadi abrasi. Proses penjarahan hutan lahan ini justru semakin menggila terjadi
pada era reformasi sekitar tahun 2011, Sampai hari keberpihak pemerintah terhadap komunitas,
lokal di pulau-pulau itu tidak jelas. Cita-cita masyarakat untuk membangun pulau dengan,
melakukan kerjasama dengan para investor pun kandas. Untuk melakukan perlawanan mereka
sekali lagi lemah, dan tidak berdaya dan akhirnya selalu pecundang,
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Hebatmya lagi ekspansi agro industri sudah sampai di tengah-tengah/jantung kota
Dumai Dumai yang dulunya terkenal sebagai kota Pelabuhan alam, pelabuhan suplai minyak
bumi internasional sudah beralih menjadi kota industri. Secara drastis tata kota ini khususnya
arial pelabuhan menjadi areal industri kelapa sawit. Dimana beberapa fabrik kelapa sawit
beroperasi ditengah-tengah kota tersebut. Tentu saja dampak industri yang luar biasa terjadi
dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Mulai dari bunyi bising, bau busuk dan kondisi
kondisi vang kumuh menimbulkan efek kesehatan/tidak sehat. Disampai itu lalu lalang
kenderaan berat bertonage tinggi sangat mengancam keamaan pengguna lalu lintas di kota ini.
Bukan hanya itu saja lalu/ transportasi komiditas kelapa sawit dengan ribuan truk tangki setiap
hani menyibukkan lalu lintas di lintas Sumatra menuju Dumai. Kondisi ini sangat mengan ggu
dan menghambat proses lalu lintas umum. Sehingga fungsi sosial jalan raya tidak jelas lagi
sudah dimonopoli oleh kepentingan bisnis. Disamping sering mengancam keselamatan dan
kenyamanan lalu lintas. Jalan Dumai- Pekanbaru yang semestinya hanya dilalu dalam masa
tempoh tiga jam sekarang menjadi rata-rata tujuh jam. Artinya kepentingan bisnis sudah sangat
menganggu kepentingan publik. Sementara itu upaya pemerintah untuk menjadikan jalan agar
dialihkan ke jalan-jalan khusus tidak ada sama sekali. Apalagi terjadi eksiden kenderaan berat
itu dijalan, atau adanya perbaikan jalan, tidak jarang masyarakat penggunaka jalan terpaksa
tidur/ menginap di jalan. Artinya bisnis agro industri kelapa sawit sudah memonopoli proses
kehidupan publik mulai dari hulu sampai ke hilir. Di areal Pelindo Dumai masyarakat
sekitamya sangat berharap adanya upaya memperhatikan kesehatan mereka, melakukan
penghijuan dan memitigasi persoalan sosial ekonomi yang stagan oleh tutupan kawasan industri
seperti adanya program CSR.

Proses pembangunan yang diharapkan adalah proses pembangunan yang elegan,
berkeadilan dan menyeimbangkan antara keuntungan (profif) yang diperoleh dengan
penghargaan terhadap manusia (people) serta konsisten dan komitmen melestarikan dan
memelihara bumi (planet) yang tata ruangnya diperlukan bersama-sama. Administrasi dalam
hal ini selain dijadikan sebagai alat modernisasi dan juga sebagai media dan rujukan penting
amengatur proses perubahan, membina spirit solidaritas, bertimbang rasa, berkeadilan sosial
(social equity) serta membina soliditas kelompok agar tidak terjadi konflik dan ekploitasi atas
masyarakat “lingkungan” oleh tindak ekonomi yang mencari keuntungan secara ekonomi
semata-mata.

Pemerintah daerah era kini secara konsep yang masih semi dan abu-abu menunjukkan
komitment terhadap pembangunan berkelanjutan, Diharapkan memperhatikan dimensi
“lingkungan™ secara istiqgomah. Jika perlu merevisi kebijakan dan merevitalisasi pola aksi
bisnis yang monopoli dan tidak humanis. Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional: (konsideran point (b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
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2. Perumusan Masalah

Semestinya secara ideal para pebisnis hutan lahan “korporat hutan lahan (baca "KHL")
dapat mengunjuk positif proses kehidup bersama “cooperative ** yang harmonis dapat hidup
serasi berdamping dalam sistem yang semula nyaman penuh saling pengertian “mutually”,
Kehadiran mereka tidak menjadi hama pengganggu “parasite” dalam banyak sektor. Sehingga
ekologi manusia “human ecology” tidak nyaman dan tidak harmonis. Aneka dampak yang
ditimbulkan mulai hulu dan hilir benar-benar direspon oleh pemerintah sebagai agency
administrasi publik. Kondisi dari masalah yang dikemukan diatas mencermin bahwa
administrasi publik kurang berdya “terkooptasi” oleh KHL dan mereka sangat dominan
menguasai alam. Sehingga kesannya pembangunan berkelanjutan yang secara sederhana adalah
proses hidup berdamping secara damai memanfaat bumi (planet) dalam proses mencari untung
(profit) yang hanya sustainable untuk kepenting segelintir mereka dan semestinnya jika ada
mutually kehdairannya tidak mengganggu ecksistensi masyarakat (public). Pola pikir
pemerintah yang mendewakan investasi perlu diserta dengan sikap responsive dan akuntabel
pada kondisi “lingkungan”. Akuntabilitas publik. Dimana pemerintah setidak tidak bisa tampil
sebagai agent penyeimbang “equilibirium agent” yang neutral, cakap dan berwibawa
Memfasilitas kepentingan bisnis yang rakus dengan kepentinga publik “public interest” yang
sederhana “sejahtra bersama” sebagai “welfare society”

Karena tidak mungkin orang ramai “public” dikorban oleh kepenting KHL yang hanya
segelintir orang saja. Bayangkan deforestasi yang terjadi lebih dari enam juta hektar maka tidak
mungking tidak mengusik kondisi pembangunan berkelanjutan dimana hari ini hutan Ria
sudah berubah menjadi hutan homogen sawit dan akasia dalam jumlah yang besar dan proses
pembangunan ke depan bisa stagnan dalam jangka waktu yang lama. Dikhawatirkan
modernisasi pulau-pulau strategis, pulau terluar di pintu ASEAN akan terhambat.

Rute sulit tetapi apakah akhirnya lebih berkelanjutan, untuk merebut kembali hutan
lahan yang sudah dijarah sehingga tidak mencirikan proses sustainable development, “politik
hijau” “Green Policy” Ke depan mampukah pemerintah melestarikan hutan primer yang masih
tersisa. Enam puluh empat juta hektar hutan telah ditebang dan dirambah selama 50 tahun
terakhir. Tidak ada pembenaran ekonomi atau etika selama 64 juta hektar jika hutan lahan
sebagai “‘ekolgi manusia” dan makhluk hidup “bio diversity” lainnya akan hilang selama 50
tahun ke depan.

Maka sangat mungkin kiranya jika pemerintah mengembalikan “filosifis administrasi’
dalam menjembatani kepentingan banyak pihak terkait bisnis hutan lahan ini sama-sama
senang dan sama-sama maju, Karena setelah dua puluh tahun reformasi ditambah dengan
praktik bisnis orde baru sebelumnya, tidak banyak persoalan pembangunan berkelanjutan dapat
dipecahkan dan wujud mata di depan mata. Kebanyakannya banyak termanipulasi oleh alasan
bisnis dan devisa negara. Bertitik tolak dari permasalah yang diungkapkan sebelumnya, maka
semestinya aplikasi yang konsisten terhadap administrasi “pentadbiran” dalam menjadikan
model harmonisasi antara administrasi bisnis dengan administrasi publik. Artinya administrast
mesti banyak tampil dengan formula nyata sederhana ditengah-tengan proses pemeriﬂtﬂha“
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yang benar-benar melayani “rakyat” “public” dan bukan pelanggan,  sehingga dapat
memberikan kontribusi nyata dalam proses administrasi pemerintahan hari ini dan kedepan
yang benar-benar dapat mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya
diawali dengan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan cita-cita otonomi daerah itu.

3.

A.

L.

2

Tujuan/Kegunaan Penulisan

& Untuk mendeskripsi pengalaman dan fakta bisnis hutan lahan di Riau, efek kemanusiaan
dalam misi pembangunan berkelanjutan..

b. Mengungkap sejauhmana komitment pemerintah era yang reformasi dan otonomi
daerah terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan hutan lahan dan
dampaknya terhadap masyarakat lokal

¢. Memberikan rekomendasi dari pendekatan administrasi terhadap proses harmonisasi

bisnis dan publik mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bumi Indonesia yang
kaya untuk kesejahtraan bersama.

Studi Kepustakaan dan dan Literature Review
Konsep Administrasi

Leonard D. White berpendapat bahwa administrasi publik adalah “semua operasi yang
dilakukan untuk tujuan mengisi atau menjalankan kebijakan negara (dalam Dvorin dan
Simon). Penekanan administrasi publik baru, (NPA) membuat kebijakan berorientasi pada
keadilan sosial dan kesamarataan sosial untuk mensejahtrakan masyarakat (Frederickson,
1981). Krislov dalam Giiltekin (2011) menekankan bahwa administrator publik harus kuat
dan harus aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan untuk
memastikan keadilan sosial. Diantara karekter kebijakan yang baik menurut Caiden. selain
memerlukan kerangka kerja dan konsep yang baik dan benar juga sangat memerlukan
partisipasi masyarakat ( Caiden, dalam Thoha, 2011), diantara karekter demokrasi menurut
Dah] adalah partisipasi efektif (Robert Dahl, 1982) Mills dalam (Dahl, 2001)) menyatakan,
rakyat dapat melindungai hak-hak dan kepentingan mereka dari penyalahgunaan yang
dilakukan oleh pemerintah dan mereka yang mempengaruhi atau menguasai pemerintahan,
hanya jika mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam nenentukan perilaku
pemerintah... dan hal itu adalah pemerintahan demokratis.

. Konsep Birokrasi dan Organisasi

Birokrasi memiliki peranan besar dalam proses kebijakan. Menurut (Lindblom dan
Woodhouse, :1993) Memiliki prospek yang hebat untuk inspirasi/konfidensi kerja, untuk itu
kebijakan dan penetapan kebijakan yang demokratis dan memfungsikan pelayanan publik
korektif, birokrat memiliki andil bahkan semakin memperburuk masalah yang ada dlam

proses pembuatan kebijakan, Keijakan publik merupakan pendekatan khusus bagi negarayg

dlm keadaan lemah untuk memperbaikinya dari konflik hebat, oleh karena itu kebijakan
pemerintah dapat membuat ketegangan sosial semakin memburuk atau menjadi lebih baik)
Tammosoli , 2007: 78)
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Meskipun kendala mereformasi dan mereorientasi birokrasi adalah Sikap birokrasi
yang dikehendaki pada masa orde baru adalah birokrasi konservatif. Jika birokrasi bersifat
dinamis dan progress maka dapat dibayangkan betapa ketertiban dan kepastian akan hilang
dari kehidupan suatu bangsa. Bangsa manapun di dunia, dan apapun sistem sosialnya dan
setinggi apaun tingkat modernistasnya, memerlukan birokrasi yang konservasi (Sarwono,
1992) alasannya Birokrasi adalah organisasi yg memilki daya jangkau nasional yang
kewenangannya menyentuh kehidupan khyalayak umum. Apalagi karena masyarakat luas
berpaling pada birokrasi sebagai teladan. Karekter dan watak birokrasi sebagai pelayan yang
istiqgomah perlu dibina terutama dalam memanfaat sumber daya alam untuk kesejahtaraan
bersama secara adil “social equity and social equility”. Justru semestinya standart perilaku
mengemuka menjadi “perhatian prioritas/penting. Menampilkan administrasi publik yang
merujuk pada karekteristik, integrity, honesty, objective impartially/political impartially,
right and responsibility.

Watson (1994), mendefinisikan organisasi sebagai “organizations are sels of ongoing
human relationships. Sementara Bowey berpendapat bahwa organizations cannot be
conceived  without regard to human issues (Bowey 1980). Dalam (Mutti, C d N and
Hughes, W (2001) Stimson mengkonsepsikan sebuah organisasi pelayanan dan bisnis
dengan manejeman administrasi yang kuat, sebagaimana dikatakan :’A4 robust organization
will be fully integrated so as to be effective, which mean adaptability has be thoughtfully
built in (Stimson, 1996). Menurut Bennis organisasi merupakan pembentuk utama kemajuan
masyarakat yang seharusnya tampil sebagai arsitek sosial. Aparat pemerintah para arsitek
sosial harus merancang kembali organisasi mereka agar dapat merancang masyarakat
menurut garis yang lebih manusiawi dan fungsional. Mereka perlu secara singkat mampu
menjadi pemimpin bukan manejer (Bennis, 1994)

Anjakan berpikir pada paradigma organisasi baru abad 2. Dikatakan oleh Florent dan
Treacy (2005:30) bahwa : “Alokasi sumberdaya diputuskan bersama oleh manejemen lokal
dan kantor pusat . Strategi berfokus pada integrasi global dan daya tanggap nasional,
struktur terdiri dari suatu jaringan dari organisasi. Orang terbaik yang ada diseluruh penjuru
dunia dikembngkan untuk posisi penting yang tersebar dimanapun. Paradigma baru
organisasi memerlukan ketrampilan kerja yang lintas fungsi dan lintas budaya. Kompetensi
ini adalah penting karena pemimpin global harus tumbuh diatas keunikan dari banyak
budaya nasional dan regional.

Gambaran kinerja birokrasi publik hari ini dalam organisasi publik yang kompleks dan
rumit. Kondisi dunia hari ini khususnya negara transisi selalu dihadapkan pada persoalan
yang dilemmatis . Namun sebuah kenyataan organisasi “ketika menuruni aliran deras,
apakah lebih baik melihat kemana anda akan pergi atau terpaku kepada darimana anda
datang. Hodgson dan Crainer dalam buku The Future Leadership mengatakan bahwa tugas
pemimpin organisasi pubik dalam kondisi gelombang dunia yang tidak menentu pada hari
ini sangat berat dikatakan dipandang dari pendekatan administrasi.  dari piring spaghetti
yang kompleks, akhirnya disusun kembali menjadi helaian tunggal; kenyataan yang kacau
dibersihkan, diletakkan dalam uruta-urutan yang kronologis, dan pada umumnya dirapikan
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untuk menjadi konsumsi publik. Artinya persoalan yang rumit menimbulkan efek publik
yang massal efeknya jangan dibiarkan begitu saja. Keberpihak kepada publik yang mayoritas
mesti ditunjukkan dengan proses saling pengertian yang mesti dimediasi oleh pemerintah
yang arif lagi bijaksana.

3. Konsep aplikasinya Administrasi Publik.

Jauh sebelumnya John A. Gaus (1947) menyatakan ekologi administrasi publik
berkaitan erat dengan setting lingkungan. Artinya banyak faktor lingkungan menentukan
eksistensi administrasi public. (Riggs, 1989). Mengutip kamus Webster dikatakan ekologi
adalah * mutual relations, collectivity, between organism their environment. Dalam kaitan
administrasi dengan lingkungannya Charles Beard dalam Gaus menyatakan formulated
some axioms of government in which environmental change is linked with resulting public
administration. any such society itself, is strong proportion to its capacity the administer
the functions that are brought into being. Setiap administrasi yang sukses yang kompleks
konsekwensi setiap kesuksesan masyarakatnya sendiri, dengan proporsi yang besar untuk
meningkatkan kapasitas dengan mengadministrasikan fungsi-fungsi agar menjadikannya
sesuatu yang lebih baik. (Beard, 1947) bahwa administrasi sebagai alat modenisasi sebuah
bangsa. Emery dan Giauque (2014) memetik pendapat Wyser yang mengatakan apabila
perkembangan terbaru manejemen akan memuncul ukuran-ukuran baru maka ianya tidak
dapat melenyapkan tradisi logik administrasi publik.

Dalam artian yang filosofis administrasi adalah alat mengatur dan menertibkan proses
hidup bersama dimana posisi negara sebagai pengelolanya banyak kepentingan dapat
diselaraskan dengan spirit kebersamaan, relasi yang baik dalam proses kebijakan, yang
akhimya membangun sikap penuh pengertian. Sampai saat ini persoalan keberadaan
administrasi public menampilkan aksi dan interaksi “publik “ dengan penuh pertimbangan
keadilan sosial dan kesamarataan sosial yang mengedepankan hak azasi manusia tetap di
tuntut oleh bangsa modern seperti Amerika sekalipun (Frederickson, 2016) Local
government exist to preserve and protect the right of individual and contribute to welfare
of the nation as a whole ( Freman 1968)

Baik administrasi  bisnis maupun publik semestinya pada pendakat filosofis
administrasi sebagai alat yang mengatur, menertibkan memfasilitasi proses kerjasama yang
humanis dan melalui proses colaborasi untuk cooperative. Karena menurut Wilson pelopor
administrasi modern mengkonsepsikan bahwa administrasi adalah “ human cooperative
effort”. Usaha yang manusiawi dalam kebersamaan. Sementara konsep administrasi
menurut Berkley dan Rouse terdiri dalam lima ingridient’/komposisi antaranya people-
action- interaction- relations dan mutually. People dalam hal ini adalah orang banyak —
publik sebagai penikmat planit bumi yang dibutuhkan bersama. Dimana posisi sebagai
pemegang amanah “khalifah” di planet bumi ini. Justru karena itu mesti care bersama.
Karena sama-sama butuh terhadap bumi ini. Kemudian untuk melanggengkan kehidupan
mesti ada sesuatu usaha/kerja/aktivitas dilakukan. Kerja-kerja itu menjadi semakin ringan
jika diaktifkan bersama, interaction. Menunjukkan bahwa manusia perlu saling mebina
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solxdaritas dan soliditas. Tidak menampung sikap ego, ingin hebat, maju dan menang sendir;
Demikian juga dalam bisnis perlu membina tim kerja dan membina relasi keluar dan ke
dalam Justru itu mteraksi mesti di langgengkan dan suasana yang harmonis/serasi dengan
membina relations. Mengarahkan pada relationship berkomunikasi dengan baik antars
sesama tdak menutup diri dan hanya berkomunikasi dengan para pejabat dan pengambil
keputusan negara, schingga menista hak-hak publik. Karena pada relasi yang baik itulap
letaknya berkelanjutan- sustainable. Proses ekplorasi hutan lahan selama ini minim
partisipasy, tidak terakses publik dan tertutup, tidak mencerminkan transparansi, sangat elitis
sifamya “policy model elit”. Sekonyong-koyong publik kejatuhan regulasi yang membawa
penderitaan bagi mercka. Penderitaan yang dialami akhir di acuhkan saja oleh KHL dan
pemerintah. Kondisi masyarakat diam dan apatis bukan berarti setujua. Tapi diam menyerah
setelah dipecundangi oleh regulasi yang tidak memihak pada mereka. Artinya proses bisnis
mengabaikan arti penting demokratisasi. Padahal kata akhir dari proses administrasi yang
berhasil itu adalah “mutually” membangun sikapa penuh saling pengertian, bertenggang rasa
dengan kondisi orang lain dan empati. Apabila hal ini tidak menjelma/wujud dalam proses
admmistrasi menandakan ada yang salah dari proses itu.

Elemen pokok dari Administrasi Publik harus melayani publik. Masyarakat berhak
mengkritik perilaku pemerintah. Orientasi pejabat pemerintah terhadap kepentingan publik
adalah prinsip pokok pemerintah yang demokratik. Dengan sikap pembahasan hati-hati
terhadap tanggungjawab mengantarkan kita pada tiga hakekat tanggung jawab (1)
tanggungjawab berarti kewajiban legal (2) Tanggungjawab dipandang sebagai kualitas
moral (3) Tanggungjawab diartikan sebagai sikap tanggap terhadap sistem nilai orang lain.
Dipetik kata bijak tentang kebijakan dari Santosa (2012) Al/ human wisdom is summed up
in two word, wait and hope (seluruh kebijakan manusiawi dapat diringkas dalam dua pata
kata = Menanti dan Berharap™ .

Administrator yang humanis menampilkan kebijakan sebagai proses human being,
menampilkan moral kemuanusiaan yang tinggi. Apabila kebijakan publik mengabaikan
budaya, mencerminkan sistem perilaku yang tidak berbudaya. Apabila kebijakan publik
mengabaikan publik mencerminkan pemerintah yang tidak demokratis. Administrator yang
bijaksana dan arif mentakrifkan kebijakan sebagai keadilan sama rasa, senasid
sepenanggungan, sementara yang otoriter cendrung mewujudkan kekuasaan tanpa belas
kasihan, sebagai jalan pintas kepentingan sepihak dan sesaat sifatnya (Teyusa, 2018)

Padahal peranan administrasi selain sebagai alat modernisasi bangsa juga dijadikan
sehagai alat memecahkan masalah sosial, serta menstabilkan kondisi bangst
{ Lepawsky,1966) Administrasi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menerangkan watak
dan karekier administras) suatu organisasi/bangsa. (Daniel E. Griffits, dlm Sutarto : 1982)
menurut wilson bidang administrasi adalah bidang bisnis. Ia terpisah daripada kegelisahan
dan kecepatan politik. Administrasi terletak diluar lingkungan politik. Persoalan-persoalat
politik bukan persoalan administrasi, Walaupun politik menggariskan tugas administrasi. I
tidak dibebankan untuk menguasai bidang ini. ( Woodrow Wilson * The Study of
Administration, 1887, Disiplin Administrasi public pada hakekatnya merupakan iU
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disiplun yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat
(puedNic affairy) dan management dari usaha-usaha masyarakat, Caiden dim Miftah ( 2003)

Dan kutipan berberapa teori diatas jelas bahwa pengaruh kinerja Implementasi
kebyakan tdak terlepas dari kualitas aksi dari berbagai pihak terkait melalui tahapan-
tahapan tertentu untuk pelaksanaan mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu Nigro
dan Nigro (2012: 28-31) mengutip pendapat Charles O, Jones tentang beberapa konsep
kunct bagi kebijakan publik diantaranya : (a) Kejadian-kejadian dimasyarakat
dunterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda, oleh orang yang berbeda-beda dalam
waktu yang berbeda-beda (b) Banyak masalah bisa muncul dari satu kejadian yang sama (¢)
Setiap orang memiliki berbagai tingkat akses bagi proses kebijakan di pemerintahan (d)
Banyak persoalan swasta yang mesti ditindak lanjuti oleh pemerintah (e) Para pembuat
kebijakan berhadapan dengan suatu masalah tertentu (f) Masalah dan tuntutan secara konstan
didefinisikan dan didefinisikan ulang di dalam proses kebijakan. (g) Pembuat kebijakan
kadangkala mendifinisikan persoalan bagi orang-orang yang tidak mendefinisikan masalah
tersebut (h) Semua sistem kebijakan memiliki sebuah bias. (h) Tidak ada sistem kebijakan
ideal yang eksis terpisah dari preferensi arsitek sistem terebut. (Nigro dan Nigro, 2012)

Waldo membuat kreteria A good portion of The Administrative State yang berkaitan
tentang alami berkehidupan yang baik atau dengan visi apa yang baik dilakukan untuk
masyarakat dan selalu melihat sesuatu yang baik dan menjadikan lebih baik. Kreteria aksi
didasari oleh prosedur dimaknai melalui keputusan kolektif agar menjadi lebih baik. (Waldo
dalam Frederikson, 1997) Akhirnya tatkala masyarakat diabaikan dan ternista oleh sistem
yang tidak pro terhadap mereka justru terjadi ditengah-tengah gelombang otda maka timbul
pertanya  “Dengan pertanyaan siapa yang berperanan” padahal semestinya Proses
menetapkan kebijakan kesannya tdk prosedur secara universal mengedepankan prinsip
keadilann dan demokrasi. Diantaranya mengedepankan peran partisipasi masyarakat
(Caiden dim Toha, 2009)

Agar pemerintah bekerja konsisten dalam menjenterai proses pemerintahan, jangan
terbawa dalam aliran politik yg tdk normal. (anomaly politics) selain memiliki skill
managerial. Maka kompetensi yg dibangunan sikap (1) agency perspective (dari perspektif
badan pemerintahan) (2) broadest possible public interest ( orientasi sangat luas thdp
kepentingan publik yang masuk akal) . (3) The constitutional Governance process. (proses
tata keloa pemerintahan yang konstitusional. ( Gary, 1990)

Administrasi pemda otononomi daerah semestinya menampilkan karekter pemda yang
otonom dan desentralisasi. Menurut Sabir, Dennis dan Rondinelli tujuan desentralisasi
politik itu dantaranya, Untuk mewujudkan demokrasi penyelenggaran pemerintahan
dimulai dari daerah. (Kartiwa dan Nugraha, 201 1).; (Alekajbaf dan Jawan, 2011). Silverman
menckankan arti penting desentralisasi dalam mewujudkan governance yang terbaik
sebagaimana dinyatakan bahwa Decentralization has the potential to be powerful intrument
Jor better governance. (Silverman, 1992:4)
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Dalam pendekatan governance public policy pada administrasi publik kontemporer
digambarkan Almaashi Ibrahim (2015) bahwa typologi pemerintahnya mesti dekat dengan
rakyat dan mendefinsikan undang-undang benar-benar klir dan mantap dalam aplikasinya
Government more near the citizen and are defined laws and regulations more clear and
hemer 10 be applied. Proses kebijakan yang establish dan memelihara good governance
menurut PBB  parameternya adalah responsive, tranparent, concensus oriented, equitable
and inclusive, effective and eficient, follow the rule of law, participatory dan accountable,
(Geurts T. 2011) Karekter dan watak pemerintah akan tercermin dari proses pp yg
diselenggarakannya karena itu kebijakan memiliki arti yang luas sebagaimana dinyatakan
oleh PBB a government's public policy is the set of policies (laws, plans, actions, behaviors)
that it chooses (kebijakan pemerintah berisikan sekumpulan kebijakan dalam bentuk,
hukum, perencanaan, aksi , perilaku, atas pilihannya) sementara itu menurut Peter bahwa
Public policy is “the sum of government activities, whether acting directly or through agens,
as it has an influence on the life of citizens”. Publik policy sejumlah aktivitas pemerintah,
biasanya aksi langsung diilakukan agen atas semuanya berpengaruh terhadap kehidupan
masyarakat. ( Guy Peter, 1998)

Karekter administrasi publik global perlu disikapi dengan baik dalam kontek
harmonisasi kepentingan public dengan bisnis. Pola pendekatan para administrator dalam
semestinya berubah karena kondisi glabal pemerintah dihadapkan pada “Policy problems
faced ...are increasingly complex, wicked and glohal. Mark Robinson (2015) masalah
kebijakan dihadapkan pada semakin semakin meningkat komplek, Jahat dan mengglobal”.
Public service reform problems and approaches- How can we make government more
honest?  Integrity and anti-corruption reforms1990s to present. Standart perilaku sangat
diperlukan. Pendekatan NPG menekankan hubungan antar organisasi, dengan proses tata
kelola melalui modal kepercayaan, modal relational berfungsi sebagai inti mekanisne
governance. Kemudian menetapkan standard perilku yang parameternya adalah honesty,
integrity, impartially/political impartially/objective and rights and responsibility

Justru karena itu dalam menghadap dunia bisnis perlu kehati-hatian, mengantisipasi
dengan jeli dan respek, berubah menjadi pemerintah yg responsif dan senantiasa merespon
feed back sistem dalam berbagai level struktur pemerintahan dari desa sampai Jakarta. Pola
memperhatikan masyarakat yang lebih humanis - care to public. Artinya apapun dilakukan
pemermntah modern hari ini muara akhisnya adalah melayani publlik baik langsung mauput
tidak langsung Jangan sampai publik merasa tidak terperhatikan, tidak merasa berarti akan
kehdiran pemerintah dan akhirnya mereka bisa mereka tidak ada tempat mengadu di bulan-
bulanan. Berjuang menuntut hak dan keadilan lalu pingpong kesana kemari. Akhimyd
publik kehabisan energi, jadi tidak administrative karena banyak terjadi pemborosan sumbet
dalam perjuangan. Cerminan pelayanan yang demokrasi melayan warga negara bukan
pelanggan, dan spesifik pemerintah governamce baru “NPG” adalah pemerintah ying -
melayani. “governing serving citizens”

Sebenarnya kondisi administrasi publik menjadi semakin pulih dan berkembang setelﬂf
20 1ahun reformasi. Bukan sebaliknya sering menampilkan proses politik prematu, ditanda!

176



dengan ketidakmapanan politik serta kecendrungan masih melanjutkan budaya politik masa
lalu. Sebagaimana yang diprediksi Winters tentang kelanjutan politik Indonesia. Dikutip dari
Wmters tentang prediksi keberlanjutan politik indonesia pasca orba dikatakan . Poin penting
dan oligarki di Indonesia jaringan elit bertahan terus dan punya kemampuan tinggi untuk
deradaptasi setiap kali ada perubahan bentuk, struktur atau institusi pemerintahan.
Pengalaman Negara transisi dari Negara sedang berkembang ke Negara maju adalah
“ofigarki dijinakkan®.  Namun menjatuhkan seorang diktator tidak sama dengan
menjmakkan oligarki yang berkuasa. (. Winters. 2004 ). Kondisi politik lokal maupun
naswonal yang sedang galau yang dikatakan berada pada arena politik abu-abu “grey zone " ,
situasi politik di daerah bergelut dalam tiga arena budaya politik yang tidak konstruktif.
Pertama, praktek politik patrimonial, kedua praktek politik oligarki dan ketiga jaringan
pohtik para elit yang rakus bekolaborat menguasai sumber-sumber daerah yang disebut
“bossim™

Justru itulah menampilkan pemda yang berkapasitas mesti menjadi prioritas. Dikatakan
oleh Pollit bahwa reformasi management pemerintahan memerlukan relasi baik dan eksis
antara politik dan administrasi. : ‘public management cannot be adequately comprehended
without reference to crucial relationship that exist between administration and politics and
betrween administrators and politicians. (Pollits dan Bouckaert, 2004) dikatakan lagi while
there is wide agreement that frontier is an impotent one, there appears to be sharply varying
opinions to what is taking place along the borderlines. Some have seen management (is
sense modernized public administration plus privatization) invading politics and taking over
slice political territory. (Pollitt and Bouckaert, 2004)

Menurut Rok, pembangunan berkelanjutan yan sifatnya permanen “ The concept of
permanent and sustainable development includes much more than only the respect for the
natural environment. It is impossible to protect the natural environment without a
simultaneous respect for local laws, principles of democracy and participation in the
development of the civil society or the pursuit of the elimination of poverty. Hence the belief
that an effective development sirategy for a company needs to include the economic,
ecological and social dimension to an equal extent (Rok 2010).

Dalam deklerasi Rio de Jeneiro pada perinsip 1 dinyatakan : Human being are the
center of concern for sustainable development. They intitled to a healty and productive life
in harmonis with nature. Kemudian pada prinsip 22 dinyatakan tentang pembangunan
berkelanjutan sangat penting memperhatikan kearifan lokal, dan komunitasnya, sangat
penting memainkan peran manejemen lingkungan karena mereka mengerti dan tau akan
tentang praktik tradisional. Budaya dan kepentingan mereka sangat diperlukan
mengenabling partisipasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Posisi komitmen
masyarakat adat terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga mereka mendapat prediket
masyarakat dunia ke empat.
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Perjalanan panjang bisnis hutla di Riau merupakan episode panjang dan mena'rik unfui é
disimak bagi perlunya penguatan sistem administrasi publik dan bisnis. semestinya baig
bisnis maupun publik tetap mengetengahkan administrasi sebagai ibu dan landasay |
filosofis/akademis. dimana bisnis memerlukan publik dan tetap ingin hidup berdampingz |

dg publik sebagai market baik publik maupun bisnis. apapun alasannya sebuah praktik zp
vang berhasil juga dinilai dari keberhasilan mengelola publik “management puclic sector
agency”. vang pada hari ini walaupun ap mengadopsi prinsip bisnis dlm npm  tetap;
digunakan utk kemajuan publik. lalu apakah bisnis boleh mengabaikan dan menista
kepentingan publik

Etika bisnis “ditandai dengan sikap mengendalikan diri, pengembangan tanggungjawab
sosial perusahaan, mempertahankan diri, menerapkan konsep pembanguan berkelanjutan
dan menghindari Sk (katabelece - kongkalingkong-koneksi-kolusi dan komisi) yang mampu
mengatakan benar itu benar. ( Dalimunthe, 2004.) Prinsip etika bisnis menurut Josephen
dalam Kumiawati (2015 )kejujuran, integritas, kewajaran/keadilan, menghargai martabat
orang lain, bertanggungjawab, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hanie Kurniawati,
2015). Selanjutnya menurut Paulus Etika bisnis menjadi motor penggerak dilaksanakannya
TISP. Bisnis yang bermoral tidak harus berpijak di atas puing-puing kehancuran sesama.
Haruslah dipelihara keseimbangan antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai masyarakat,

diantara kontrol dan kebebasan, diantara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat
( Paulus, 2017)

B. Metode Penulisan

Penulisan kertas kerja ini menggunakan metode kualitatif’ deskriptif, sera ekploratif,
mengungkap peristiwa dan fakta-fakta dari pengalaman ekspansi ekonomi elit korporat hutan
lahan “KHL di Riau dalam kurun waktu lama’ baik kajian dan kasus ekplorasi hutan lahan pada
masa orde baru sampai ke orde reformasi dari sudut pandang administrasi publik dalam fakta
dan pengalaman bisnis hutan lahan di Riau. Metoda penilitian secara kualitatif deskriptif
dengan pendekatan studi kasus juga untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer
berhubungan dengan berbagai cara dan bukti melalui dokumen, peralatan, observasi dan
manipulasi informal. Dilihat dari cara kerjanya metode penelitian kualitatif deskriptif dapat

bekerja pada tataran permukaan (appearance) dan juga di bawah permukaan. Kedua cara ini
dapat dilakukan (Straus dan Corbin 2003)

Analisis penclitian ini juga untuk meneliti sesuatu dibalik fenomena yang belum
diketahui. Dapat mengungkapkan metode yang sulit diungkapkan dengen metode kuantitatif.
Menurut Kriyantono (2010 : 56), dimana riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena
dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Daymon dan
Holloway ((2008) menyebut penelitian kualitatif lebih berfokus pada kata, bukan angka, meski
ada kalanya angka digunakan untuk menandai frekuensi kehadiran suatu tema dalam transkrip
atau terjadinya tindakan tertentu. Menurut Hiilway dalam Mukhtar (2012) Proses penelitian ini
mencakup pengumpulan fakta (fact finding), penafsiran kritik (critical interpertation).
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C. Pembahasan dan Analisis
1. Pembahasan

Korporat tetap hidup dan berkembang tanpa peduli kondisi di sekitarnya, meskipun
mengorban sistem. Masyarakat dengan desa/adat dengan budaya, adat istiadat, ekonomi, sosial
dan lingkungan arti fisik (tata ruang) sehingga hari masih ingin berjuang mengembalikan hak
dasar mereka tanah adat. Tanpa disadari banyak desa yang hilang “lost of village” untuk
penistiwa pemberianm Hak Guna Usaha (H GU) tidak disangka-sangka kantor bupati dan istana
siakpun menjadi bagian dari HGU.

Dalam kasus tanah adat masyarakat suku Petalangan di Pelalawan diantara 14.500
hektar tanah adat petalangan yg menjadi lahan HGU PT SP telah memusnah sumber ekonomi
bahkan budaya adat istiadat, kearifan lokal yang disakralkan oleh penduduk petalangan yaitu
pohon sialang dengan sistem administrasi Kepongan Sialang ikut punah oleh ekspansi bisnis
kapitalis. Kearifan lokal kepongan Sialang ini bukan saja menjadi kebanggaan nenek moyang
mereka juga dapat dijadikan sebagai model pelestarian lingkungan yang dan efektifhandal dan
terbukti bisa bertahan lama. Namun akhirnya punah tanpa bekas oleh ekplorasi ekonomi yang
kejam dan rakus. Bahkan disinyalir aksi jahat mereka menghilangkan nyawa tokoh adat
penghulu setempat karena menantang keras/ menolak keberadan perusahan dan coba
mempertahankan tanah adat. Namun kelicikan kapitalis tetap berada pada pihak yang benar dan
selalu menang. Perjuangan lebih tiga puluh tahun sia-sia dan selalu pecundang. Karena tidak
punya dana perjuangan dan kelompok berjuang sudah pecah belah.

Luas lahan “hutan tanah * yang hasil dari proses peradilan yang dituntut Pak Rahman
Pengulu Setio Dirajo seluas 14.642 ha. Baru diganti rugi seluas 5330 ha sebanyak 607 juta rata-
rata pada Thn 1999 mendapat ganti rugi tanaman sebanyak 30 sampai 50 ribu rupiah per KK.
Jadi yang masih diganti rugi kurang lebih seluas 9.200 ha. PT SP mendapat HGU tahun 1999
akan tetapi sebelumnya sudah bertanam sawit. Sebanyak 5 Dusun/ kampung yang hilang dari
sistem administrasi lama kini disamarkan oleh lahan yang tak berbatas administrative sesuai
dengan perizinan. Kemudian pemerintah setempat memekarkan desa- desa disini menjadi 10
desa agar terkesan tidak ada desa yang hilang secara kwantitas. Namun secara faktual wilayah
territorial komunitas adat itu bersama sistemnya sudah punah. Dimana tidak ada lagi
pembangunan berkelanjutan. Bukan saja alam hilang secara fisik/tata ruang tetapi juga yang
paling penting adalah aspek “human ecology” Hilang bersama dengan tata ruang adalah
manusia tua masyarakat adat “orang darat” suku talang. Tidak ada lagi kelanjutan generasi
ditanah kelahiran turun temurun. Karen adat kebiasan mercka sehari-hari banyak bergantung
pada “hutan-tanah”

Orang Petalangan juga disebut orang darat atau orang Talang. Talang artinya bambu
dimana hutan belantara disini banyak ditumbuh rumpun-rumpun bambu dan suku petalangan
banyak memanfaatkan bambu untuk ancka keperluan harian. Kondisi bio diversity baik
manusia, flora dan fauna sudah berubah sama sekali. Selama tiga dekade ini sudah berubah
menjadi hutan homogen “kelapa sawit”. Mereka sudah kehilangan teritorial sosial dalam sistem
kehidupan yg selama ratusan tahun mereka biasakan, Menurut Slater dan Bennis dalam (
Wesley G. Mathew , 2000 :4) social territory of an organization encompases group,
organization, and cultural norm and traditions.
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Hak Publik yg terbaikan kalah dengan pelaku bisnis. Realita perjuangan yang sangay
lama administrasi publk seakan tidak tampil dalam perjuang mengembalikan hak masyaraky
lapisan bawah “grass roots” di desa-desa. PBK dari sektor budaya masyarakat petalangy,
hancur oleh aktivitas bisnis PT SP semenjak orde Baru. Padahal PBK sektor budaya ady
istiadat melalui kearifan lokal masyarakat Petalangan merupakan model manejemen pelestaria
lingkungan yang patut menjadi contoh. Budaya “Kepongan Sialang” yang praktekkan dan
pupuk beratus-ratus tahun lamanya musnah oleh aktivitas dan regulasi duet antara pemerintah
dan pelaku bisnis. Masyarakat Petalangan di sekitar Desa Sialang Godang tidak lagi memiki
kampung halaman hutan adat yang relatif besar mencapai |5 ribu hektar. Mereka tetap berjuang
mendapatkan kembali kampung halaman komunitas adat petalangan. Namun selalu kalsh
berhadapan dengan korporat bermodal besar. Telah mengadu beberapa kali ke pemerintah
daerah dan pusat tapi sia-sia. Pada tahun 2015 coba ikut berjuangan melalui proses peradilan
kandas hanya mampu sampai ke pengadilan Tinggi dan kalah. Berjuang memperjuang nasib
mengharapkan keadilan selalu di dukung oleh embel-embel uang. Berhadapan dengan pemilik
modal jelas kalah. Sekarang Pak Rahman pemangku adat yang bergelar “penghulu Sutio di
Rajo™ itu tetap keras berjuang sampai ke MA. Namun untuk mendapat model perjuangan
terpaksa menjadi tukang pakang “broker ** membantu menjual tanah kenalan di Indragiri Hulu.
Status dari penguasa adat dengan puluhan ribu hektar tanah adat yang pernah dikuasai turun

termurun dengan administrasi kepongan Sialang yang dibanggakan sekarang beralih menjadi

tukang pakang “broker” tanah kelak terjual sebagai bekal berjuang sampai ke MA. Sekarang
Rahman vang kebetulan ASN™ Guru berjuang tunggal ““solo™ karena kawan-kawan seperjuang
itu tidak segiat dan seliat Pak Rahman . Pak Rahman juga mulai lelah dan jenuh berhadapan
dengan kelicikan dan kejahatan kapitalis PT SP di kampung Halamannya. Sementara kearifan

lokal PBK Kepongan Sialang yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau daratan itu, hanya |

tinggal kenangan. Pohon sialang habitan lebih sudah berganti, sama halnya dengan Hutan di

Riau hari tidak lagi heterogen tapi sudah berubah menjadi hutan homogen Kebun Kelapa Sawit

dan HTL

Komunitas lokal tersingkir paksa dan tersungkur meninggalkan ekosistem mereka
Human ecology” hutan tanah sudah musnah bersama sistem adat yang bergantung pada objek
itu. Tidak lagi terjadi keseimbangan ekosistem manusia dengan alam putusa mata rantainya.
Alam yang semula asli tak terjamah “naturalism’ dimana mereka hidup ratusan tahun di
dalamnya. Kini sudah berpisah dari kehidupan masyarakat adat di Petalangan. Tidak ada hag
model equilbrium yang semestinya ditampilkan oleh administrasi publik. Komunitas asli,
masyarakat adat, kaum pribumi, “sendiri berjuang” dan sampai hari ini diacuhkan. Mengdu
kesana sini. tidak terperhatikan. Ini musnah oleh kerakusan dan kelicikan KHL yang memilki
modal besar. Bisa membeli dan mengkooptasi banyak kekuatan. Kolaborasi dan kongsi gela0
membuat pihak berwenang para pejabat diam dan bisu. Begitu juga proses peradilan tidak
berpihak pada masyarakat setempat. Kalah dan kalah, dipecundangi oleh KHL.

Proses ckplorasi hutan dan lahan di Riau, beberapa lalu beralih dari daratan Sumairt
yang sudah habis dijarah, ke pulau-pulau di deretan sela Melaka “pulau sedimen yang berawd
rawa. Kondisi pulau disini amat rentan terjadinya abrasi dan sangat beresiko untuk jangka
panjang. Pulau ini juga akan stagnan dalam jangka waktu yang lama. Tidak membangi®
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Ekplorasi hutan lahan juga diikuti den gan ekploitasi atas kehidupan dan masa depan penduduk
sctempat, termasuk budaya dan kearifan lokal yang hilang. Paling nyata adalah sebagian dari
pulau-pulau ini akan menjadi pulau yang mati dengan hutan homogen, hutan akasa komoditas
bahan baku kertas. Diperkirakan dalam jangka waktu panjang sehingga pulau-pulau berubah
menjadi  tata ruang statis dan tidak bermasa depan bagi masyarakat disini secara massal.
Kenyataan ini jelas tidak memberi peluang untuk eksistensi pembangunan berkelanjutan. Inilah
bagian lain dari produk otonomi daerah. ironisnya beberapa pulau seperti Rangsang dan Pulau
Padang adalah pulau dari kabupaten pemekaran Kabupaten Kepulau Meranti. Kebijakan
pemekaran jelas membuat masyarakat berharap dan menanti, kelak daerah ini akan maju luar
biasa setelah pemekaran. Apalagi pulau-pulau ini berada dibibir selat Melaka, amat potensial
untuk dikembangkan menjadi pulau modern seperti Batam, Karimun dan Bintan. Apakah
kebijakan ini sebuah terobosan atau kekoyolan.

Perjuangan masyarakat Pulau-pulau di Riau lautan untuk mempertahan hutan dan lahan
di desa mereka, selalu kandas. Akibatnya tidak terjadi disharmonisi antara pelaku bisnis dengan
penduduk lokal. Penduduk dan lingkungan terancam. Terancam tidak berkembang dalam
jangka waktu lama. Dimana sebelumnya lingkungan sebagai aneka sumber kehidupan,
ckonomi, budaya adat istiadat dan kearifan lokal. Jangankan harmonisasi lingkungan dengan
masyarakat, untuk melanggengkan pembangunan bernuansa hijau “green politics” dengan
kearifan lokal tidak lagi mungkin terjadi. Kesenangan dan kearifan lokal mereka terbayar
mahal dan terpaksa bekorban yang sangat besar. Hilang dan musnahnya desa, dusun, kampung
halaman ** damage of Village berubah menjadi kawasan tanaman industri dan kelapa sawit.

Mahidin tokoh adat Rangsang mengaku menyerah dan menurutnya para pelaku bisnis
hutan lahan “KHL” sangat kuat. Mercka bukan saja bisa melumpuhkan masyarakat yang tidak
kompak seperti komunitas kami di Rangsang, bahkan Pemda sendiripun tak berkutik. Beberapa
kali terjadi reaksi masyarakat agar mereka tidak menjarah dan merajah-rajah pulau ini menjadi
HTI akan tetapi ternyata proyek tidak tidak ramah lingkungan itu tetap jalan. (Mahidin, 22
September 2018). Akibat lain katanya para calon investor pun enggan berinvestasi kesini,
karena kondisi lahan disini tidak seperti dulu. Keinginan awal kami disini ingin jadi petani
yang berhasil. Apalagi kami dekat dengan Malaysia maka kami jejaki kemungkinan ada
peminat dari sana jadi investor. Namun dalam perundingan jadi kandas karena sekonyong
konyong ada proyek HTI dengan keputusan sepihak yang meluluh lantakkan alam dan
semangat kami. Itulah nasib kami. Katanya. Untuk melawan dan bereaksi pertama kami tidak
kompak kedua kami tidak kuat melawan kekuatan mereka. Akhirnya kami diam dan pasrah.
Artinya situasi proses ekploitasi huthla di Riau bukannya tidak ada reaksi dari publik akan
tetapi mereka diposisi yang lemah selalu kalah, dan ketidak berpihak penguasa dan petugas
terhadap mereka sengat jelas. Mereka sudah pasrah dan menyadari jika mereka melawanpun
pada sistem kapitalism ini sangat kuat akan sia-sia. KHL itu kokoh dan liat. Akhirnya rakyat
akan tetap kalah dan usaha mereka tetap eksis dan survival. Artinya pembangunan
berkelanjutan hanya dalam kontek memperkaya para pebisnis hutan lahan “KHL”

Pada saat suasana berkecamuk, disaat terjadi penolakan dari masyarakat terhadap
masuknya pengusaha HTI, datang dua oknom Green Peace orang barat katanya Pak Mahidin.
Mercka datang membawa alat menilai tanah, dan kemudian hasil pemeriksaan dikatakan (1)
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tanah pulau disini labil dan merupakan pulau endapan (sedimen) (2) humus tanah habis dan
kanal yang dibuat membelah pulau akan memperburuk kontur tanah disini.. Menurut Pak
Mahidin Tanah disini sudah mulai retak-retak dan pada musim Utara dan Timur pantai runtuh
lama kelamaan akan sampai ke kanal. Menurutnya analiis dua person green peace yang datang
beberapa tahun lalu ke desanya bahwa efek terhadap lingkungan dan kondisi fisik tanah
sedimen di pulau i akan luar biasa. Menurut Mahidin bahwa pohon kelapa yang menjadi
andalan penduduk pulau Rangsang sudah mulai tidak subur lagi dan sudah diserang oleh hama
penyakit la menduga sebagai efek hama akasia sebagaimana yang di prediksi oleh anggota
Green Peace tempo hari.

Akhirnya banyak desa yang berubah menjadi desa HTI. Menurut Mahidin desa-desa
yang digarap HTI diantaranya desa Tebun, Repan, Kemalasari, Teluk Samak dan Tanjung

Samak Kiri Sebelum masyarakat sudah mulai ingin mengembangkan kampung dengan

membentuk Koperasi Buana Rangsang, dan menyiapkan Proposal utk bekerjasama dengan
mvestor utk memajukan Rangsang. Garapan area/lahan Koperasipun sudah di etahui dan
diserujuan Pak Camat Rajito. Diantara proses yang sudah mulai area kerjanya di desa Gayung
Kiri, Kampung Tengah, Kampung Baru semua surat menyurat tanah sudah disiapkan dengan
Pak Camat termasuk Badan Hukum koperasi. Tapi sayang keinginan mereka ingin maju kan
ekonomi kampung gagal setelah masuk perusahaan IKPP. Kami tak kuasa melawan

perusahaan  Kami rakyat kecil dan mereka punya backing yang kuat. (Mahidin, 20 September

2018) . namun hari ini sudah mulai kami rasakan efeknya. Kesannya pohon akasia di HTI ada
hama vang bisa menular ke tanaman lain. Di Kampung Baru pohon kelapa masyarakat sudah
banyak yang matii pucuk dan lama kelamaan tumbang.

KHL memang licik. [su menarik yang dimanipulasi oleh perusahaan bahwa di pulau-
pulau yang mereka garap hutan dan lahannya adalah pulau yang tidak berpenghuni. Padahal di

pulau Padang dari dua kecamatan jelas pulau yang dihuni oleh masyarakat. Namun mereka

sudah memasukkan alat berat sebanyak 1025 dan eskavator untuk menjarah pulau sedimen itu
sebagai lahan HTI yang terlebih dahulu memanfaatkan kayu alami yang sudah beberapa abad
hidup di pulau itu. Walau bagaimanapun bahwa bupati Meranti seakan-akan kaget dengan
kejadian itu (4 Mei 2011) bahwa secara prosedural izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Masyarakat menantang dan mengadu kesana
sini. Karena tidak digubris di daerah “gerak bisu” menjahit”. Coba mengadu ke Jakarya, ke
DPR RI dan Kementerian Kehutanan.dan LH Juga tidak digubris dan tidak ada penyelasain.
(28 April 2011). Mereka berdemo dengan alasan “ Menyelamatkan Pulau Padang dan Pulau
Rangsang” PT LUM, SRL. (Sumber Serikat Tani Nasional, Jumat 6 Mei 2011) thema *
Pemerintah Harus belajar Mendengar * Indonesia Harus Mampu menyelamatkan Pulau
Padang- Tolak HTI RAPP.

KHL sangat licik membungkam para tokoh dan orang-orang berpengaruh di Riau,
sedangkan pengalaman Pak Datok Mahidin tokoh LAMR di tingkat kecamatan saja coba
dibungkam dengan cara memujuk belia uagar diam dan di iming-iming jadi mandor di gaji 7
juta/bulan. Menurutnya lagi para aparat diberi jatah, seperti kades 100 Juta setahun.

Akhimya lama kelamaan semakin terasa, dampak terhadap pulau-pulau di pinggiran
selat Melaka. Sebuah demonstrasi masyarakat dan mahasiswa di kantor DPRD Riau yang
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wmanya “Tolong selamatkan desa kami” itulah jeritan dan laungan pada demonstran yang
berdemo pada tanggal 34 September 2018 baru-baru ini. Kedatangan para petani dan nelayan
di tiga kabupaten yakni Meranti, Indragiri Hilir dan Bengkalis. Mereka datang ke Pekanbaru
menyampaikan keluhan kondisi pulau kampung halaman mereka. Artinya kondisi puluhan desa
pantai di tiga kabupaten tersebut perlu perhatian karena sudah terjadi abrasi dalam jumlah yang
relatif luas. (Tribune Pekanbaru, 25 September 2018). Justru itiulah pemanfaatan pulau
sedimen yang terdiri dari gambut dan rawa juga semestinya dilakukan dengan hati-hati.

Masih di pulau-pulau provinsi Riau terjadi konflik lahan antara masyarakat Pulau Rupat
dengan PT SRL. . Warga dua desa menuntut pengembalian lahan di kawasan konsesi
perusahaan HTI tersebut. Warga dari dua desa yang berada di Pulau Rupat yakni, Desa Pergam
dan Desa Mesim Kecamatan Rupat mendesak (SRL) mengeluarkan lahan yang diklaim milik
para warga sedang digarap perusahaan perkebunan. mengelola dan menggarap lahan yang
diklaim sebagai ilik mereka. “Masyarakat di dua desa ini sangat resah. Selain persoalan tapal
batas antara lahan milik masyarakat dengan perusahaan yang tidak jelas, mereka juga
mencemaskan jika areal lahan kelompok masyarakat ini dirambah perusahaan,” ujar Sugianto,
Ketua Komite Pmpinan Kecamatan Serikat Tani Riau (STR) Kecamatan Rupat.,

Di kecamatan Pinggir Bengkalis semenjak tahun 1991 kawasan yang terdiri dari 5 Desa
atau kampong disini dijadikan kawasan Hutan Tananaman Industri (HTI) dari PT AA. Dimana
hma Desa menanggung akibatnya yaitu Desa Beringin, Teluk Betong, Tasik Serai, Melibur,
Lubuk Lembut Dikawasan ini diperkirakan terdapat ratusan ribu hektar hutan dan kampung
masyarakat yang inklaf menjadi HT! AA Sudah tentu kampong halaman dan lahan kehidupan
madsyarakat disini terancam dengan ekspansi hutan yang sedemikian besar untuk kepentingan
pihak pengusaha AA. Menurut Pak Mohd Syarif yang beritindak sebagai Kepala Dusun Tua
dan sesepuh masyarakat tempatan . Semenjak kawasan ini aktif beroperasi tangkapan ikan
masyarakat disepanjang Sungai Mandau mulai punah dan sangat berkurang. Ini disebabkan
pupuk pohon akasia yang keras, sechingga mematikan ikan-ikan disini.

Pengalaman yang menarik tentang pembangunan berkelanjutan dan sepak terjang KHL,
juga terjadi di jantung kota Dumai. Proses industri agro efek lingkungan tidak termitigasi
melalui perhatian dan kepedulian terhadap penduduk setempat di tengah-tengah kota dan
pelabuhan internasional. Semestinya melalui penerapan CSR sesuai Perda Provinsi Riau
Nomor 6 tahun 2012 dapat memberi perhatian pada masyarakat setempat dan pembangunan
berkelanjutan. Akan tetapp Perda ini tidak berfungsi bahkan tidak tersosialasi. Pemerintah
provinsi/kota tidak berperan serta, tidak menunjukkan sikap tegas, tidak bertanggung jawab
dan sebagiannya dilakukan dilakukan kurang transfaran. Mengatasnamakan CSR.

Anehnya meskipun bisnis menimbulkan banyak kesan/dampak negatif dan serius
terhadap lingkungan, namun manejemen bisnis tidak familiar dan tidak komunikatif dengan
lingkungan. Menutup diri dari komunitas. Kawasan industri  dijaga ketat bagaikan kamp
militer. Bahkan tidak bersahabat dan penuh rasa curiga.

Belum ada upaya serius dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi proses bisnis
yang pro publik dan mensosialisasi perlunya etika bisnis. Dalam konteks CSR tidak terjadi
komitmen dalam melaksanakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan. Padahal baik perda
maupun undang-undang mewajibkan perusahaan yang bergerak dari sumber daya alam
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diwajibkan melaksanakan TJSP secara terprogram, berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat. Semestinya pelaku bisnis menyadari bahwa publik juga membutuhkan
planet bumi ini. Ironisnya semakin otda semakin menjadi-jadi kejahatan ekonomi pelaku bisnis
terhadap “lingkungan™ dan mengabaikan arti penting pembangunan berkelanjutan demi
menyelamatkan bumi dan isinya. Proses reklamasi yang tidak partisipatif menimbulkan efek
banjir di Kota Dumai. Karena beberapa anak sungai dan parit saluran primer ditutup oleh
pengusaha yang menjalankan operasi di pelabuhan di jantung kota Dumai. Tepatnya di
sepanjang pantai utara Dumai jalan Datuk Laksamana. Mencakup tiga kelurahan Laksamana,
Dumai Kota dan Buluh Kasap

Sampai hari ini belum ada upaya memfasilitasi proses bisnis yang pro publik dan
mensosialisasi perlunya etika bisnis diantaranya mengaplikasi TJSP sebagai bentuk kepedulian
terhadap lingkungan sosial. Upaya memitigasi dapat setidak-tidaknya perlu secara konsistensi
melaksanakan TJSP secara terprogram, berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat. Semestinya pelaku bisnis menyadari perlunya hidup berdampingan dengan penuh
pengertian dan damai. Kemudian menyadari bahwa publik juga membutuhkan planet bumi mi
— ironisnya semakin otda semakin menjadi-jadi kejahatan ekonomi pelaku bisnis terhadap
~lingkungan” dan mengabaikan arti penting pembangunan berkelanjutan demi menyelamatkan
bumi dan isinya

2. Analisis

Spirit otonomi memberi kewenangan yang besar kepada Pemda, lebih besar dari
permasalahan yang timbul oleh diskresi mereka. Otonomi memiliki esensi menyelesaikan
masalah masyarakat daerah secara lebih cepat dan tepat. Karcna persoalan spesifik dan
keunikan ekologi administrasi daerah idealnya Pemda yang mengetahui dengan jelimit dan
tuntas. Semestinya mencermati persoalan dari penomena bisnis KHL dan dampak luar biasa
yang ditimbulkan timbul sikap respek dan akuntabilitas kepada public di daerah. Tidak
teraplikasinya akses public ke perusahaan, yang menutup diri tidak mau peduli dengan kondisi
van dialami oleh masyarakat komunitas stempat merupakan tantangan pemda sebagai fasilitator
dan mediator yang cakap memainkan peran komunikasi administrasi publik. Terkesan pemda
kabupaten kota tidak memfasilitasi dampak dan tuntutan masyarakat termasuk menuntut hak
hutla dimana perkara “kasus hutla” banyak yg statis dan tidak progress meskipun otonomi
daerah sudah dua dekade lamanya. Banyak hak-hak masyarakat, baik individu maupul
komunitas tidak terselesaikan, dimana berpuluh-puluh tahun berjuang menuntut hak, tapi tidak
ada penyelesaian setidak-tidaknya titik terang. Walaupun besar harapan masyarakat pada
otonomi daerah dan berkepemimpinan putera daerah sebagai tuntutan reformasi disayangkan
tidak terjadi kemajuan yang signifikan baik tampil sebagai fasilitator atau yang lebih ekstrim
lagi, meninjau kembali jau dan memperbaiki kebijakan. Hal ini perlu dalam rangka
membangun wibawa administrasi publik yang governance menampilkan akuntabilitas publik

Persoalan ini mungkin tidak hanya terjadi di Riau saja. Semestinya ada upay?
pemerintah pusat meninjau kembali dan merevitalasi kebijakan yang tidak berorientasi pada
pembangunan berkelanjutan dan tidak pro manusia. Tidak humanis, dan menyimpang dari
filosofis pembangunan sosial. Banyak persoalan pengusaaan hutan dan isinya di Inodonesia.
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Carthy menggambarkan tersingkimya masyarakat asli di Kalimantan Tengah dengan cara
mobilisasi dan pemaksaan agar masyarakat adat tersingkir dari habitat mereka, dilakukan
melalaui kebijakan pemerintah yang terstruktur dan masif. Pola yang paling ampuh adalah
alasan meningkatkan ekonomi nasional, meskipun jelas-jelas telah meluluh lantakkan ekonomi
masyarakat tradisional, orang asli dan pribumi,( Mc Carthy, 2007). Praktek-praktek ini
penguasaan hutan lahan memang hebat, sehingga tidak terbaca sebagai praktek illegal logging,
diantaranya perambahan hutan di Rupat mengatasnamakan pesantren seluas 5500 hektar
menghabiskan APBD untuk land clearance. Hutan rimba yang perawan pupus sementara
pesantren tidak muncul sama sekali. (Teyusa, 2010. Akan tetapi fakta hutan punah dan eko
sistem rusak dan bahkan hak-hak publik lokal terhadap hutan dan lahanpun terabaikan. Hal ini
sejalan dengan pendapat Colfer dan Resodarmo dalam (Nurdjana dkk: 2005:64) desentralisasi
kehutana bukan memperbaiki situasi justru semakin memperburuk keadaan lingkungan hutan
dan lahan dan menjadi ajang korupsi.

Meskipun dari kepentingan pengusaha KHL dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan
seakan tidak menimbulkan pengorban sistem hutan dan lahan. Akan tetapi pada hakekatnya
justru terjadi konflik dengan masyarakat setempat terutama masyarakat adat atao orang asli.
Ketika mereka mengabaikan aspek pembangunan berkelanjutan. Kesan ingin hidup dan
senang/menang sendiri.

Direktur WALHI Riau, Hariansyah Usman mengatakan, penyelesaian konflik lahan saat
ini hanya ada di atas kertas tanpa eksekusi di lapangan “Pembiaran konflik tanpa solusi inilah
yang menaikkan situasi pada level perang. Ini artinya berkeinginan menghancurkan lawan atau
menghalalkan secara cara. Masyarakat yang tidak memiliki modal semakin tertekan oleh
pemodal besar yang memiliki relasi di pemerintah. Masyarakat frustasi. Tidak percaya pada
alat negara untuk membela mereka,” ujar Zazali kepada Mongabay (Mongabay Indonesia
), July 31, 2012 3:19 am

Banyak peneliti dan para LSM mengambil perhatian terhadap pengabaian hak-hak
masyarakat terhadap hutan dan lahan. Karena masyarakat asli orang tempatan sebagai
masyarakat agraris juga memilki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan dan lahan. Justru
karena itulah para peneliti dan pemerhati luar negeri juga mengambil penting persoalan dan
efek ekspansi ekonomi potensi hutan lahan. Sebagaiman dikatankan Hai (2013) While concern
over deforestation was the initial focus. The impact of deforestation on the lost bidodeversity,
land and social conflict

Inti kebijakan desentralisasi kehutanan memastikan agar pemerintah daerah dapat
melayani masyarakat tempatan dengan lebih baik. Otonomi daerah belum dapat memberikan
manfaat pengelolaan hutan kepada masyarakat daerah bahkan peningkatan ekploitasi hutan
justru mengancam kerusakan hutan yang lebih besar (Colfer dan Resosudarmo dalam Nurdjana,
2005) Data Jikalahari menunjukan dalam tiga tahun 2009-2012, Riau kehilangan tutupan hutan
alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta hekatre),

Sebenarnya administrasi dapat dijadikan sebagai menjadi media penyelesaian masalah
memfasilitasi antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Catatannya bagaimana kita
sebagai bangsa yang bertamadun memandang bahwa administrasi itu penting dan bisa
berperanan dalam berbagai proses kehidupan, karena sifatnya yang universal. Diantara peranan
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yang bisa dimainkan oleh administrasi adalah sebagai alat perubahan sosial, memecahkan
konflik, kepentingan bersifat universal, peluang revolusi manejemen dan kunci modernisasi
bangsa (Lypawski, 1966), inti dapat dipakai sepanjang administrasi dihargai dan dirasakan
penting oleh siapapun terutama penguasa. Rasa tanggung terhadap public sebagai amanah
-mandate” bagi administrator sangat perlu. Apalagi menyelesaikan konflik dan mengembalikan
hak public sebagai warga negara. Karena itu dari pelayanan public baru bukan melayani
pelanggan/pengusaha akan tetapi melayani warga negara (people). Oleh karena itu menerapkan
elemen pokok dari Administrasi Publik harus melayani publik. Masyarakat berhak mengkritik
perilaku pemerintah. Orientasi pejabat pemerintah terhadap kepentingan publik adalah prinsip
pokok pemerintah yang demokratik. Dengan sikap pembahasan hati-hati terhadap
tanggungjawab mengantarkan kita pada tiga hakekat tanggung jawab (1) tanggungjawab
berarti kewajiban legal (2) Tanggungjawab dipandang sebagai kualitas moral (3)
Tanggungjawab diartikan sebagai sikap tanggap terhadap sistem nilai orang lain. Dipetik kata
bijak tentang kebijakan dari Santosa (2012) dipetik dari Sentos A/l human wisdom is summed
up in two word, wait and hope (seluruh kebijakan manusiawi dapat diringkas dalam dua pata
kata ~ Menanti dan Berharap” . Begitu besarlah harapan public terhadap administrator yang
governance. Administrasi jangan dipolitisir termasuk politik ekonomi yang merusak tatanan
ideal administrasi. Menurut Wilson administrasi yang banyak campur tangan politik justru akan
menimbulkan kegelisahan/kekacauan. Administrasi itu merupakan bidang bisnis. (Wilson
1887). Sampai hari ini administrasi public dengan paradigma NPM memberikan penekanan
pada (a) culture millieu organization (b) strengthening local level institution (3) promoting
accountability in public management.

Administrasi public sebagai agency penyelenggara negara tidak bisa lepas dan isu
organisasi publik dalam berbagai level. Mesti merespon isu-isu penting menyangkut
kepentingan publik. Baik dari pendekatan good governane, new public management,maupun
new public governance. Watson (1994), mendefinisikan organisasi sebagai “organizations are
sets of ongoing human relationships. Sementara Bowey berpendapat bahwa organizations
cannot be conceived without regard to human issues (Bowey 1980). Artinya pemerintah tidak
boleh mengabaikan/acuh dengan isu-isu kemanusiaan dan terlalu berorientasi dan memanjakan
kepentingan bisnis oleh segelintir KHL.

Dalam kaitan administrasi  dengan lingkungannya Charles Beard dalam Gaus
menyatakan formulated some axioms of government in which environmental change is linked
with resulting public administration. any such society itself, is strong proportion to its capacity
the administer the functions that are brought into being. Setiap administrasi yang sukses yang
kompleks konsekwensi setiap kesuksesan masyarakatnya sendiri, dengan proporsi yang besar
untuk meningkatkan kapasitas dengan mengadministrasikan fungsi-fungsi agar menjadikannya
sesuatu yang lebih baik. (Beard, 1947) bahwa administrasi sebagai alat modenisasi sebuah
bangsa. Emery dan Giauque (2014) memetik pendapat Wyser yang mengatakan apabila

perkembangan terbaru manejemen akan memuncul ukuran-ukuran baru maka ianya tidak dapat
melenyapkan tradisi logik administrasi publik.
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Pendekatan pemenintah yg terlalu berorientasi pada kekuasaan dan sikap penguasa
somestmya beralih ke sikap adminisrtrator yang humanis. “Human cooperative effort”
(Walson: 1887) membina relationship dan good understanding "mutually ( Berkley dan Rouse,
1997). Batk admumustrasi  bisnis maupun publik semestinya kembali merujuk pada model
soderhana pendekatan “filosofis administrasi” sebagai alat yang mengatur dan , menertibkan.,
Salsh salahnya menampilkan proses sosialiasi untuk menyadarkan para pebisnis “KHL" akan
perlunya kepedulian lingkungan dan tanggungawab sosial. Dua pendekatan etika perlu
mengedepan dan proses bisnis para "KHL” tersebut. pertama pendekatan etika administrasi
pubhic melalu: standart perilaku seperti Impartially, honesty, integrity, objective dan right and
responsibility serta akuntabilitas public. Menurut Mark Robinson (2015) administrasi publik
paradigma “NPM” yang reformasi setelah tahun 1990 mengaplikasikan “ How can we make
government more honest?  Integrity and anti-corruption reforms 1990”

Etka bisnis tidak menista komunitas atau masyarakat, karena bagaimanapun public
adalah sasaran produksi dan pemasaran. Banyak energy “public” diperlukan dalam proses
bisnis. Maka tidak mungkin mengabaikan kekuatan sosial, ekonomi dan budaya yang ada
ditengah-tengah masyarakat dimana bisnis beroperasi. Amat tidak etis tentunya. Etika bisnis
“ditandai dengan sikap mengendalikan diri, pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan,
mempertahankan diri, menerapkan konsep pembanguan berkelanjutan dan menghindari Sk
(katabelece - kongkalingkong-koneksi-kolusi dan komisi) yang mampu mengatakan benar itu
benar. (Dalimunthe, 2004). Bisnis menjadi motor penggerak dilaksanakannya TJSP. Bisnis
vang bermoral tidak harus berpijak di atas puing-puing kehancuran sesama. Haruslah dipelihara
keseimbangan antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai masyarakat, diantara kontrol dan
kebebasan, diantara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat. ( Paulus, 2017). Bila
dikaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan maka jelas hasil konfrensi dan deklerasi Rio
de Jeneiro pada perinsip | dinyatakan : Human being are the center of concern for sustainable
development. They intitled 10 a healty and productive life in harmonis with nature.

Kemudian membangun komunikasi yang elegant dan tidak menutup diri dan
hngkungan dimana mereka menjalankan operasi, sedangan polusi/resido selalu disuplai ke
masyarakat dengan berbagai efek yang dirasakan. Mungkin melalui pendekatan CSR/TJSP
dapat meringankan “memitigasi” penderitaan dan kesusahan mereka. Tentunya proses ini
memeriukan campur tangan pemerintah sebagai agen komunikasi administrasi public,
pemmmpin transaksional dan sekaligus transformasional. Bagaimanapun efek diskresi atau
regulas; dari buah tangan pemerintah perlu dipertanggungjawabkan, Setidak-tidak melakukan
pendekatan dalam bentuk sosialisasi kepada para KHL tentang etika bisnis perihal membina
sikap perlunya membuka diri membina relasi dengan masyarakat setempat. Sembari
menyampaikan kepada mereka perihal banyaknya efek yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis
hutan lahan mereka. Setidak-tidaknya memperhatikan/mengambil perhatian terhadap kondisi
prasarana jalan umum yang hancur oleh proses bisnis KHL tersebut. Maka wajar jika ekonom
seperti Fzra Mishan dalam (Andre Gorz, 2003)menyatakan :“jika kerusakan-kerusakan yang
disebabkan oleh pertumbuhan ikut dimasukkan ke dalam perhitungan, maka “pertumbuhan™
memberi tanda kemerosotan dan bukan perkembangan”, Biaya yang ditimbulkan lebih
tingginya daripada keuntungan yang ia berikan
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Administrasi merupakan proses memfasilitasi kerjasama yang humanis dan melaly;
proses kolaborasi untuk kooperatif. Menurut Wilson mahagutu/pelopor administrasi modem
mengkonsepsikan bahwa administrasi adalah “ human cooperative effort”. Usaha yang
manusiawi dalam kebersamaan. Sementara konsep administrasi menurut Berkley dan Rouse
terdiri dalam lima ingridient’komposisi. Diantaranya people- action- interaction- relations dan
mutually. People dalam hal ini adalah orang banyak — publik sebagai penikmat planit bumi
vang dibutuhkan bersama, sekaligus posisi sebagai pemegang amanah “khalifah” di planet
bumi ini. Justru karena itu mesti memelihara “care bersama”. Karena sama-sama butuh terhadap
bumi ini. .”. Mahatma Gandhi dalam satu kata filosofinya tentang alam mengatakan: “ Dunia
ini sanggup memenuhi kebutuhan manusia, tapi akan tidak sanggup memenuhi kehendak orang
vang rakus.” filsafat Melayu tentang perlunya mencintai alam. “Tanda ingat kemasa datang,
merusak alam ia berpantang- Siapa mengenang anak cucunya, bumi yang kaya takkan di
rusaknya”.

Kemudian untuk melanggengkan kehidupan mesti ada sesuatu usaha/kerja/aktivitas
dilakukan. Kerja-kerja itu menjadi semakin ringan jika diaktifkan bersama, interaction.
Menunjukkan bahwa manusia perlu saling mebina solidaritas dan soliditas. Tidak menampung
sikap ego, ingin hebat, maju dan menang sendiri. Demikian juga dalam bisnis perlu membina
tim kerja dan membina relasi keluar dan ke dalam. Justru itu interaksi mesti di langgengkan dan
suasana yang harmonis/serasi dengan membina relations. Mengarahkan pada relationship
berkomunikasi dengan baik antara sesama tidak menutup diri dan hanya berkomunikasi dengan
para pejabat dan pengambil keputusan negara, sehingga menista hak-hak publik. Karena pada
relasi yang baik itulah letaknya berkelanjutan- sustainable. Proses ekplorasi hutan lahan selama
ini minim partisipasi, tidak terakses publik dan tertutup, tidak mencerminkan transparansi,
sangat elitis sifatnya “policy model elit”. Sekonyong-koyong publik kejatuhan regulasi yang
membawa penderitaan bagi mereka. Penderitaan yang dialami akhir di acuhkan saja oleh KHL
dan pemerintah. Kondisi masyarakat diam dan apatis bukan berarti setujua. Tapi diam
menyerah setelah dipecundangi oleh regulasi yang tidak memihak pada mereka. Artinya proses
bisnis mengabaikan arti penting demokratisasi. Padahal kata akhir dari proses administrasi yang
berhasil itu adalah “mutually” membangun sikap penuh saling pengertian, bertenggang rasa

dengan kondisi orang lain dan empati. Apabila hal ini tidak menjelma/wujud dalam proses
administrasi menandakan ada yang salah dari proses itu.

D. Penutup : Kesimpulan dan Rekomendasi.
1. Kesimpulan.
[

Dampak bisnis terhadap publik lokal di Riau perlu menjadi perhatian. Ternyata
reformasi dan otonomi daerah tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk
mengembalikan hak-hak masyarakat yang dizalimi oleh KHL dan jaringannya. Artinya
keberadaan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan aneka dampak yang ditimbulkan.
Bukan saja berpengaruhi pada persoalan kemanusiaan. Sosial dan ekonomi bahkan memberikan
akibat yang luar biasa terhadap musnahnya sistem adat, kearifan lokal di daerah. untuk
mengembalikan situasi alar'n dan adat yang hilang sangat sukar. Apalagi bila pemerintah tidak
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menganggap penting hal-hal tersebut. maka keberadaan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
Perlu ditindak lanjuti segera untuk mengamankan sisa-sisa hutan dan sumber daya alam di Riau
atau merespon kondisi yang sudah ada agar pembangunan berkelanjutan setidak-tidak terkesan
mengedepan persoalan kemanusiaan, dan tidak terlalu memanjakan pelaku KHL yang sudah
banyak menista warga tempatan, terutama masyarakat adat yang lemah dan selalu pecundang
dalam perjuangannya.

Justru orde reformasi/otda semakin memperburuk situasi. Sekali lagi gerakan/aktivtas
bisnis mengekplore Sumberdaya alam hutan lahan mengancam sumber kehidupan masyarakat
agrarivurban. Mengubah tata ruang dalam waktu lama/stagan Merusak sumber ekonomi
masyarakat, menimbul etek polusi, menghancurkan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal.
Menimbulkan efek kerusakan hulu-hilir. Intinya masyarakat tersingkir terjadi marginalisasi dan
menutup ruang gerak komunitas. Tidak ada upaya mereposisi kebijakan “policy modification”
meninjau dan mengevaluasi dampak bisnis terhadap publik lokal. Diperlukan budaya
pemerintahan yang kembali mengedepankan filosofis administrasi, agar kepentingan bisnis dan
public dapat difasilitasi dan terjadi harmonisasi kedua sektor tersebut. diantaranya membina
sikap berelasi yang baik dan membangun sikap mutually. Agar proses aktivitas, interaksi dari
semua warga negara dapat harmonis dan langgeng. Jangan lagi menampilkan sikap penguasa,
dengan kekuasaan yang bisa terkooptasi oleh kepentingan bisnis sehingga mengorbankan
public dan lingkungan secara massal menista arti penting pembangunan berkelanjutan.

2. Rekomendasi

Perlu mengintegrasikan etika bisnis dengan etika publik, dimana peran administrasi
publik mencerminkan pemerintah yg amanah dan pro publik. Karena publik peminjam
kekuasaan “pemberi otoritas resmi kepada pemerintah’ sehingga legitimate. Meskipun kasus-
kasus yg terjadi disemai oleh pemimpin masa lalu, semoga dengan kekuasaannya rezim
komited diharapkan bisa menunjukkan sikap amanah yang pro publik lokal yang sampai hari
mi tetap mencari keadilan. Proses AP/pemerintah terkesan bisu dan tidak mendengar. Dalam
kasus-kasus ini para penegak keadilan seakan tidak tampil ditengah-tengah mereka. Padahal
administrasi publik baru mencermin administrasi memerlukan proses kebijakan yang
demokratis dan adil untuk menciptakan kesejahteraan publik. Begitu pula manejemen publik
baru memperkuat institusi lokal, mengedepankan akuntabilitas publik . semakin maju
peradaban semakin dituntut tipoligi pemerintah demokrasi, dan akhimya kembali ke entitas
demokrasi. Menampilkan karekter pemerintah yang melayani rakyat, Meskipun perkembangan
administrasi public luar biasa, jika tidak hati, kadangkala termakan oleh gelombang bisnis yang
licik dan jahat. Belajar dari pengalaman negara-negara maju menjadikan administrasi adalah
kunci modernisasi bangsa, proses pertembungan bisnis dan publik perlu mencari soko guru
yang selama ini administrasi menjadi ibu kedua disipilin tapi juga kadang terlupakan oleh watak
bisnis yang mengabaikan etika bisnis. Administrasi” diharapkan mampu mennjembatani bisnis
dengan public. Oleh karena itu pendekatan filosofis administrasi, etika bisnis dan pembangunan
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berkelanjutan perlu diaplikasikan untuk menjembatan persoalan kepentingan bisnis hutag
lahan di menej oleh KHL untuk menampilkan proses kerjasama bisnis dan public yang lebij
harmonis. Disarankan agar pemerintah sesegera mungkin menginventaris potensi konflik day
sumberdaya dijadikan sebagai sumber ekonomi masyarakat di daerah. Dalam hal ini sebelun
menuntaskan permasalahan, perlu menampung aspirasi secara partisipatif melalui proses
pemetaan masalah dan pola penuntasan yang pro publik lokal.

Keberadaan partisipasi public dalam bisnis untuk membuat public dan pemerintah tampi|
sebagai subjek dan bukan objek bisnis KHL. Persoalan apa yang terjadi seperti kolusi antara
pemerintah dan KHL sudah tidak menjadi rahasia public lagi. Kelicikan mereka diketahui °
diantaranya memegang orang-orang penting yang akhirnya diam dan takluk dengan bisnis |
mereka. Padahal pengorbanan “lingkungan” secara sistem sudah luar biasa, dirasakan banyak
efek yang timbul dari kerakusan mereka. Maka dari itu perlu di ke depankan standanard
perilaku, audit lingkungan yang serius, membuka akses public dengan KHL agar merela |
menyadari dan peduli akan efek yang ditimbulkan. Pola pikir pemerintah yang hanya
berorientasi investasi, kepentingan sesa’at, mengambil jalan pintas menggarap sumber daya _
alam jelas sangat menimbulkan efek disharmonisasi dan sukar mewujudkan pembangunan
berkelanjutan secara benar dan kaffah. Pemerintah daerah/pusat perlu konsisten dan tidak |
setengah-setengah. Diantaranya kebijakan yang perlu didukung adalah segera men gaplikasikan

peraturan presiden tentang pembangunan berkelanjutan dan moratorium perkebunan kelapa
sawit secara tegas dan konsisten.
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